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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

NABIRE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

NOMOR l/HK.03.1-Kpt/9104/2022 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN NABIRE. 

Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Nabire; 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

Togas masing-masing Satuan Togas sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 

1. Pengarah, bertugas:

a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

tingkat satuan kerja;

b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar

sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana

yang telah disusun;

c. melaksanakan pengendalian untuk menJarrun

kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu

Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

tingkat satuan kerja; dan
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f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan

kerja.

2. Penanggungjawab, bertugas:

a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun

kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin

kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan

Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

tingkat satuan kerja; dan

d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta

Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah

ditetapkan beserta softcopy dokumen pendukung

kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua.

3. Ketua, bertugas :

a. menyusun rencana operasional kegiatan sesua.1

jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah; dan

b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern

Pemerin tah.

4. Tim Kerja, bertugas:

a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;

b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire ;

c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat

satuan kerja dan tingkat wilayah serta
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menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Nabire; 

d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah 

ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk 

diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; 

e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan

kerja; dan

f. melaksansakan tugas lain yang diberikan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nabire.

5. Sekretariat, bertugas:

a. mengelola administrasi, keuangan, dan

dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah; dan

b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari 

diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nabire; 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 

1/HK.03.1-kpt/9104/2022 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintan (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU 

Kabupaten Nabire , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

jdih.kpu.go.id/papua/nabire

jdih.kpu.go.id/papua/nabire


jdih.kpu.go.id/papua/nabire

jdih.kpu.go.id/papua/nabire


LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NABIRE 

NOMOR : 17 /HK.03. l-Kpt/9104/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 

1/HK.03.1-Kpt/9104/2022 

PEMBENTUKAN SATUAN 

PENYELENGGARAAN 

TENTANG 

TUGAS 

SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN NABIRE 

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KOMIS! PEM1LIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE 

NO. NAMA JABATAN DALAM DINAS 
JABATAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

1 2 3 4 

1. JHONI KAMBU 
Ketua KPU Kabupaten 

Pengarah 
Nabire 

2. WlHELMUS DEGEY 
Anggota KPU Kabupaten 

Pengarah 
Nabire 

3. NELIUS AGAPA
Anggota KPU Kabupaten 

Pengarah 
Nabire 

4. RAHMAN SY AIFUL
Anggota KPU Kabu paten Pengarah 

Nabire 

5. DANIEL DENNY MERIN
Anggota KPU Kabu paten Pengarah 

Nabire 

7. SA VERIUS TEBAY
Sekretaris KPU Penanggungjawab 

Kabupaten Nabire 

8. ASWAN S. P. PASARl
Kepala Sub Bagian 

Hukum Ketua 

Kepala Sub Bagian 

9. IRMA WAT! TIRA
Program dan Data Plt. 

Tim Kerja 
Kepala Sub Bagian 
Umum dan Logistik 

10. 
Kepala Sub Bagian Tim Kerja 
Umum dan Logistik 

12. DINA CHRISTIANTI
Kepala Sub Bagian Tim Kerja 

Teknis dan Hupmas 
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